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Abstrak
Iwan Setiawan, NIM 3220110008. Kritik Fgih Islam terhadap Pelarangan Perkawinan

Beda Agama dalam Perundang-undangan dan Prospeknya dalam Pengembangan

Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.

Kontroversi hukum perkawinan beda agama di Indonesia berakar pada ketidakjelasan
regulasi yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f),
yang secara eksplisit tidak melarang perkawinan beda agama. Sementara itu, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 memberikan ruang bagi penafsiran yang
beragam mengenai keabsahan administratif dan teologis perkawinan. Instruksi dalam SEMA
No. 2 Tahun 2023 belum sepenuhnya mengatasi perbedaan penafsiran di tingkat peradilan,
sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst. yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini
mencerminkan adanya celah hukum dan ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi
perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:(1) sumber pembentukan hukum larangan
perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) ketentuan
perkawinan beda agama dalam hukum Islam, (3) ketentuan larangan perkawinan beda agama
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam di Indonesia, dan (4) implikasi
larangan perkawinan beda agama dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan
sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Teori yang digunakan dalam disertasi ini meliputi: (1) teori Magqgashid al-Syari’ah
sebagai grand theory, (2) teori sociological jurisprudence sebagai middle range theory, dan
(3) teori kritik hukum, kepastian hukum, serta sosiologi hukum sebagai applied theory.

Metode yang digunakan dalam disertasi ini adalah deskriptif analitis dengan
pendekatan yuridis normatif. Jenis data berupa data kualitatif yang meliputi data primer,
sekunder, dan tersier. Data primer adalah Risalah Panitia Khusus RUU tentang Perkawinan,
dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder seperti yurisprudensi, Inpres
No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan lain-lain. Selain
itu, data tambahan diperoleh dari dokumentasi. Teknik studi literatur dan studi dokumentasi
juga dipergunakan dalam disertasi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sumber pembentukan hukum larangan
perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun
1974 yang diistilahkan dengan sistem "religious marriage" mengandung syarat absolut, (2)
ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam secara eksplisit mengharamkan
perkawinan beda agama berdasarkan Q.S. Al-Bagarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10, Hadis
Al-Bukhari: 4877, dan 1yjma’ ulama, (3) ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam
peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan eksplisit, sementara hukum
Islam secara jelas dan tegas sudah mengharamkan perkawinan tersebut, dan (4) implikasi
larangan perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia,
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974,
mengakibatkan terjadinya kekaburan norma (Vagueness of Norm), kekosongan norma
(Vacuum of Norm), dan ketidakpastian norma (Ucertainty of Norm). Ketentuan ini tidak
mengatur mekanisme yuridis yang komprehensif dan definitif bagi pasangan beda agama,
sehingga menimbulkan konflik hukum (Conflict of Norm) dengan ketentuan Pasal 35 huruf
(a) dan Pasal 36 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006. Penelitian ini mengusulkan revisi
normatif terhadap kedua undang-undang tersebut untuk menciptakan kepastian hukum yang
harmonis antara hukum agama dan hukum negara.



Abstract

Iwan Setiawan , Student IDE 3220110008. Critique of Islamic Law on the Prohibition
of Interfaith Marriage in Legislation and Its Prospects for the Development of the
Marriage Law System in Indonesia.

The controversy surrounding interfaith marriage laws in Indonesia stems from the
ambiguity in Law Number 1 of 1974 Article 2 Paragraph (1) and Article 8 Letter (f),
which do not explicitly prohibit interfaith marriages. Meanwhile, Constitutional Court
Decision Number 24/PUU-XX/2022 allows for diverse interpretations regarding the
administrative and theological validity of such marriages. The directive in Supreme
Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023 has yet to fully resolve interpretative
differences at the judicial level. This is evident in the decision of the Central Jakarta
District Court No. 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.,which permitted the registration of an
interfaith marriage. This situation highlights legal loopholes and inconsistencies in the
application of marriage regulations.

This research aims to analyze: (1) the sources of the formation of legal prohibitions
on interfaith marriage in Indonesian legislation, (2) the provisions on interfaith marriage
in Islamic law, (3) the prohibition of interfaith marriage in Indonesian legislation and
Islamic law, and (4) the implications of the prohibition on interfaith marriage and the
contribution of this research to the development of Indonesia's marriage law system.

The theories used in this dissertation include: (1) the theory of Magashid al-
Syariah as the grand theory, (2) the theory of sociological jurisprudence as the middle-
range theory, and (3) legal critique theory, legal certainty, and legal sociology as applied
theories.

The method employed in this dissertation is descriptive-analytical with a normative
juridical approach. The data consists of qualitative data, including primary, secondary,
and tertiary data. Primary data include the Special Committee Proceedings on the
Marriage Bill and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Secondary data consist
of jurisprudence, Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Compilation of
Islamic Law (KHI), MUI Fatwas, and other legal documents. Additional data were
obtained from documentation. Literature study and document analysis techniques were
also utilized.

The findings of this research show that: (1) the legal basis for prohibiting interfaith
marriage is found in Article 2 Paragraph (1) and Article 8 Letter (f) of Law Number 1 of
1974, which introduces a "religious marriage" system with absolute requirements, (2)
Islamic law explicitly prohibits interfaith marriage based on Q.S. Al-Bagarah: 221, Q.S.
Al-Mumtahanah: 10, Hadith Al-Bukhari: 4877, and the consensus of Islamic scholars
(ifjma’ ulama), (3) the prohibition of interfaith marriage in Indonesian legislation
remains vague and non-explicit, while Islamic law clearly and unequivocally forbids
such marriages, and (4) the prohibition of interfaith marriage under the Indonesian
marriage law system, as stipulated in Article 2 Paragraph (1) and Article 8 Letter (f) of
Law Number 1 of 1974, results in vagueness of norms, vacuum of norms, and uncertainty
of norms. The absence of a comprehensive and definitive juridical mechanism for
interfaith couples creates legal conflicts with the provisions of Article 35 Letter (a) and
Article 36 of Law Number 23 of 2006 on Population Administration. This research
proposes normative revisions to both laws to establish legal certainty that harmonizes
religious law and state law.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang sebagia
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan sebagi Arab yang dalam sebagai tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
R Ta T Te
[
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
C Ha h ha (dengan titik di bawah)
. Kha Kh ka dan ha
C
s Dal d De
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Zal

3 Z Zet (dengan titik di atas)
Ra r er
J
5 Zai z zet
P Sin S es
r Syin sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
1L Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za y zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain koma terbalik (di atas)
i Gain g ge
U Fa f ef
3 Qaf q ki
s Kaf k ka
J Lam 1 el
Mim m em




R Nun n en
Wau W we
J
2 Ha h ha
. Hamzah ‘ apostrof
Y:
< a y ye
B. Vokal

Vokal sebagi Arab, seperti sebagi Indonesia, terdiri dari tunggal atau monoftong
dan sebagai rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bagi Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
. Kasrah 1 1
> Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap sebagi Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
. 6 Fathah dan ya ai adanu
' j Fathah dan wau au adanu




Contoh:

- L kataba
- J.u fa'ala
- b guila

- GE kaifa
- Jy— haula

C. Maddah
Maddah atau sebagai yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya
berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
. 6 | Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
& Kasrah dan ya 1 1 dan garis di atas
. ; Dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
- J6 qala

- Y rama
- ¢ qila

- Jik  yaqlu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah,
transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
“h”.

Xi



3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

- Jula'ﬂ\ i3  raudah al-atfal/raudahtul atfal
- ;}.J;J\ i3.3))  al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

. b talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J}s nazzala

- % al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam Xiiebagi tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu JI,
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
diganti dengan huruf yang langsung

(61’7

dengan bunyinya, yaitu huruf
mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:
- U arrajulu
- ;J-ai\ al-qalamu
- :,MLJ\ asy-syamsu
o M aljalal
G. Hamzah
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Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di
awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

[}
;}

- 426 ta’khuzu
2 *

- ix%  syai’un

- %3l an-nau’u

- ol inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- GH RS e A :>\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- BLss 5 KR - Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam Xiiiebagi tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang
berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.

Contoh:
- u@w\ u) gﬁé dad Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- e uﬁ)\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan Xiiiebag penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
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- =) )33.9 il Allaahu gaftirun rahTm

2
CEE

) Lillahi al-amru jamt an/Lillahil-amru jam1 an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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